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BABV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

I.

Bentuk perlindungan hukum hak paten bagi Inventor tehknologi di Indonesia
adalah: Suatu hasil hivensi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar
negeri selama masih termasuk negara anggota yang meratifikasi persetujuan
TRIPS dan WTO. Invensi tersebut harus memenuhi untuk perlindungan hukum
atas suatu Invesi berupa: permohonan paten dan pendaftaran paten,
pemeriksaan substantif, dan pengumuman permohonan paten. Sedangkan
Invensi yang dapat yang dapat diberi hak paten yaitu Invensi tersebut harus
memiliki unsur baru (Novelty), mengandung langkah inventif (Inventif step),
dan dapat diterapkan dalam industri (Industrial appicability). Dari ketentuan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, perlindungan terhadap
hak paten itu bersifat teritorial artinya suatu paten bisa di lindungi oleh negara
tertentu dengan mendaftarkan terlebih dahulu dan telah diumurnkan sebagai
pemegang hak paten dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bisa

diberi perlindungan.

Proses penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran hak paten di Indonesia
adalah: Penyelesaian sengketa hak paten dilakukan melalui pengadilan dan
melalui luar pengadilan. Melalui pengadilan artinya pihak yang bersengketa
bisa melakukan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Niaga baik dilakukan

secara perdata maupun secara pidana. Sedangkan melalui luar pengadilan



artinya pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian sengketa menempuh
dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa, dan juga dengan
cara mediasi, negosiasi dan konsoliasi, yang berdasarkan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

b. Saran

Dari basil penelitian dan pembahasan serta simpulan, penulis menyarankan:

1) Kepala pemberi hak. paten dalam. hal ini negara sebagai instrument legalnya, agar
benar-benar untuk mulai memberikan informasi serta pemahaman yang
komperhensif dan terarah kepada masyarakat agar nantinya masyarakat
mengetahui tentang pentingnya and suatu kreativitas intelektual kaitannya dengan
penumbuhan kemampuan inovasi dibi;ang tehknologi, schingga menimbulkan
keinginan bagi masyarakat untuk selalu berkreasi dan berinovasi agar yang

diharapkan atas lahimya Undang-undang dibidang paten terwujud.

2) Dalam hal penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan hendaknya
mempersingkat waktu dalam menyelesaikan sengketa paten, karena lamanya
waktu menyelesaikan sengketa paten menyebabkan banyaknya biaya yang
dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga para pihak yang

;

bersengketa menempuh cara melalui luar pengadilan yaitu melalui arbitrase,

mediasi, negosiasi, don konsoliasi,



